KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  2  TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN ESELON II KE BAWAH PERANGKAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 
: 
a. 
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan pedoman eselon II ke bawah Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf 3, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Mengingat 
:
1. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan baerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Ta~bahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok​pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tatnbahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan lembaran Negara Nomor 3890);

4. 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indqnesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Nomori4122);

8. 
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang, Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri

Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor 20/M.PAN/I/2002 Tanggal 24 Januari 2002 Tanggal 24 Januari 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ESELON II KE BAWAH PERANGKAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Eselon jabatan struktural Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum diatur dalam petaturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan sebagai berikut:

1. 
Eselon lI a:

a.
Walikotamadya.

b. 
Bupati Administrasi Kepulauan Seribu.

2. 
Eselon II b :

a. 
Wakil Walikotamadya.


b. 
Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu.

c. Sekretaris Kotamadya.

d. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

3. Eselon III a:

a. Asisten Sekretaris Kotamadya.

b. Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

c. Kepala Kantor Kotamadya.

d. Kepala Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

e. Kepala Suku Dinas.

4. Eselon III b:

a. Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya.

b. Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

5. Eselon IV a : Wakil Camat.

6. Eselon IV b : Wakil Lurah.

Pasal 2

Eselonisasi jabatan Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak diatur dalam Keputusan ini, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Susunan organisasi Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disempurnakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 4

Perubahan dan penyempurnaan eselon jabatan struktural dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Pebruari 2002

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

